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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenakalan remaja jaman sekarang terutama
di Kabupaten Tulungagung kian mengkhawatirkan. Fenomena seperti pengroyokan,
tawuran antar perguruan silat, dan aksi kriminal lainnya kerap terjadi, yang salah satu
pemicunya adalah konsumsi minuman beralkohol, apalagi hal ini semakin menjadi hal
yang lumrah karena para pemuda semakin berulah hingga mereka berani secara terang
terangan meminum minuman beralkohol di tempat umum, Meningkatnya kebiasaan
meminum alkohol di kalangan pemuda mendorong pemerintah daerah mengeluarkan
regulasi berupa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Larangan Konsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum.

Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana Penegakan Hukum
Terhadap Larangan Konsumsi Minuman Alkohol di Tempat Umum di Kabupaten
Tulungagung? 2)Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Larangan Konsumsi
Minuman Alkohol di Tempat Umum dalam Perspektif Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2013 dan Figh Siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum empiris (sosiologis), dimana penulis secara langsung turun ke
lapangan uutuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini 1) Penegakan hukum terhadap larangan konsumsi minuman

alkohol di tempat umum di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara penegakan
hukum yang tegas dengan memastikan pelaksanaan hukum yang konsisten dan tugas
terhadap pelanggaran terkait minuman keras, termasuk sanksi yang jelas bagi
pelanggar. Peningkatan pengawasan dengan meningkatakan pengawasan ditempat-
tempat yang sering menjadi lokasi penyalahgunaan minuman keras, seperti bar, klub
malam, dan tempat hiburan lainnya. Edukasi dan sosialisasi.
2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan
konsumsi alkohol di tempat umum di Kabupaten Tulungagung telah dilakukan dengan
berbagai upaya, baik preventif maupun represif. Namun, penegakan tersebut masih
menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran
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hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta faktor sosial budaya.
Dalam perspektif Figh Siyasah, penegakan hukum tersebut sejalan dengan prinsip
perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan pencegahan kemungkaran.
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This research is motivated by the growing concern over juvenile delinquency in
Tulungagung Regency. Incidents such as assaults, brawls between martial
arts groups, and other criminal acts frequently occur, often triggered by the
consumption of alcoholic beverages. Alarmingly, this behavior has become
increasingly normalized among youths who openly consume alcohol in
public spaces. This rising trend prompted the local government to issue
Regent Regulation of Tulungagung Number 10 of 2013 concerning the
Prohibition of Alcohol Consumption in Public Places.

The research raises two main questions: 1) How is the law enforced regarding the
prohibition of alcohol consumption in public places in Tulungagung
Regency? 2) How is this enforcement viewed in the context of Regent
Regulation Number 10 of 2013 and Figh Siyasah?

The study employs empirical (sociological) legal research methods, where the
researcher directly conducts field observations to gather relevant data. Data
collection techniques include observation, interviews, literature review, and
documentation.

The findings are as follows: 1) Law enforcement regarding the prohibition of alcohol
consumption in public places in Tulungagung is carried out through strict
enforcement efforts, ensuring consistent application of regulations, and
imposing clear sanctions on violators. Monitoring has been intensified at
locations frequently associated with alcohol misuse, such as bars,
nightclubs, and entertainment venues. Educational and socialization efforts
are also implemented.

2) The study concludes that both preventive and repressive measures have been taken
in enforcing the law. However, several obstacles remain, including low
public legal awareness, limited law enforcement resources, and socio-
cultural factors. From the perspective of Figh Siyasah, the enforcement
aligns with the principles of safeguarding public interest (maslahah
‘ammah) and preventing harm (mafsadah).
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